
NASKAHAKADEMIKDANRANCANGANPERATURANDAERAH
TENTANGPENGAKUANDANPERLINDUNGANMASYARAKATHUKUM ADAT

1

BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Undang-Undang Dasar1945 merupakan landasan filosofis dan

yuridistertinggibagibangsaIndonesia.Sebagai konstitusidansumber

hukum tertulistertinggi, Pasal32(amandemen)Undang-UndangDasar

1945mengamanatkansebagaiberikut:

a.NegaramemajukankebudayaannasionalIndonesiaditengah
peradabanduniadenganmenjaminkebebasanmasyarakat
dalam memeliharadanmengembangkannilai-nilaibudayanya.

b.Negaramenghormatidanmemeliharabahasadaerahsebagai
kekayaanbudayanasional.

Perkembagan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus

orisinalitasbudayadannilai-nilaihidupbangsa,olehkarenaituuntuk

melestarikandanmempertahankankeasliansuatudaerahperluupaya

darimasyarakatyangdidukungpemerintahdaerahdalam halpengakuan

dan perlindungan masyarakathukum adat.Halinidikarenakan suatu

upaya untuk mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilaikebudayaan

tersebutperludilakukanbaikmelaluiupayapemeliharaanmaupunupaya

pelindungan,salahsatunyayaitu,denganpengakuandanperlindungan
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masyarakathukum adat.

Keberadaanmasyarakathukum adat,semakinterpinggirkandengan

semakinderasnyaarusglobalisasiyangmasukkeIndonesia.Olehkarena

itu, tanpa adanya upaya perlindungan dan pengakuan mengenai

keberadaanmasyarakaathukum adatmaka,sebuahmasyarakatatau

komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan

sejarahyangdinamis.

Ceritatentanghilangnyakomunitasmasyarakatsudahcukupternarasi

dalam folklorsejarahmisalnyasuku-sukukecildikomunitasJawaserta

komunitaslokalyangsaatinimakintergerus.Keberadaanmasyarakat

hukum adat,benda,struktur,ataubangunanyangmerupakanpeninggalan

masalaludanmemilikinilaiatauceritatentangpraktik-praktikkehidupan

layak mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun

pemanfaatannya.

Pasal18Bayat(2)KonstitusiIndonesiaUUD 1945dengantegas

menyatakan bahwa “Negara mengakuidan menghormatikesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjangmasihhidupdansesuaidengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia,yangdiaturdalam undang-undang”.Halinimenunjukkanbahwa

pengakuandanpenghormatanterhadapmasyarakathukum adatberserta

hak-haktradisionalnyaharusdilakukan.
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Perkembanganyangsangatmendasarterkaitmasyarakathukum adat

terjadidenganadanyaPutusanMKNomor35/PUUX/2012,menyatakan

bahwapenguasaannegaraatashutanadatadalahbertentangandengan

UUD 1945.MK meletakkanhutanadatmenjadihutanyangberadadi

wilayahsuatumasyarakatadat,sebagaibagianintegraldarisuatuwilayah

adat.PutusanMKtersebutjugamenegaskanbahwaPeraturanDaerah

harusdibuatolehPemerintahDaerahagarhutanadatyangberadapada

wilayahadatsuatumasyarakatadatdapatdilepaskan atau dikecualikan

daripenguasaanhutannegara.

DenganlatardemikianmakaPeraturanDaerahmengenaiMasyarakat

Hukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegaramenjadiinstrumenhukum

yang sangatpenting.Akan tetapi,secara formalbelum ada aturan

mengenaipengakuandanperlindunganmasyarakathukum adatdi

KabupatenKutai

Kartanegara.Karena itu peraturan daerah inibertujuan untuk

memberikan dasarhukum bagiupayapemerintah daerah dan semua

pihakterkaitdalam mewujudkanpengakuandanperlindungankepada

MasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara

DiKabupatenKutaiKartanegaraterdapatkampung-kampung/desa-

desayangpenduduknyamerupakankelompok-kelompok

homogenmasyarakatlokalyangmasihmemeliharaadatistiadatmereka

sebagaibagiandarikebudayaankarakteristisdaerahKabupatenKutai



NASKAHAKADEMIKDANRANCANGANPERATURANDAERAH
TENTANGPENGAKUANDANPERLINDUNGANMASYARAKATHUKUM ADAT

4

KartanegarayaknikebudayaanetnisKutaidankebudayaanetnisDayak.

KomunitasetnisKutaiyang terdapatdiKabupaten KutaiKartanegara

terdiridari3Puak,yakni:1)PuakMelantidengankonsentrasipopulasidi

Kecamatan Tenggarong,Loa Kulu dan Sebulu ;2)Puak Pantun di

Kecamatan Muara Kaman dan sekitarnya ;dan 3)PuakPunang di

Kecamatan Kota Bangun,Muara Muntai,Kenohan,Muara Wis,dan

KembangJanggut;serta4)PuakKutaiAdatLawasdiDesaKedangIpil,

KecamatanKotaBangun.

SedangkankomunitasetnisDayakyangterdapatdiKabupatenKutai

Kartanegaraterdiridarisub-etnisDayakModang,sub-etnisDayakKenyah,

sub-etnisDayakPunan,sub-etnisDayakTunjung,sub-etnisDayakBenuaq

dansub-etnisDayakBasapJonggon.Kampung/Desasub-etnisDayak

ModangadadiKecamatanKembangJanggut.Kampung/Desasub-etnis

DayakKenyahadadiKecamatanTabang,Sebulu,LoaKulu,danMuara

Badak.Kampung/Desasub-etnisDayakPunanadadiKecamatanTabang.

Kampung/Desasub-etnisDayakTunjungadadiKecamatanKenohan,

KecamatanKotaBangun,KembangJanggutdanKecamatanLoaJanan.

Kampung/Desasub-etnisDayakBenuaqadadiKecamatanLoaKulu,

Tenggarong,TenggarongSeberang,SebuludanMuaraMuntai.Sedangkan

konsentrasipemukiman sub-etnis Dayak Basap Jonggon terdapatdi

JonggonKampung/JonggonDarat,KecamatanLoaKulu.
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Komunitas-komunitas yang terdapatdikampung-kampung /desa-

desa yang penduduknya merupakan kelompok-kelompok homogen

masyarakatlokalyangmasihmemeliharaadatistiadatmerekasebagai

bagiandarikebudayaankarakteristisdaerahKabupatenKutaiKartanegara

iniadalahkomunitas-komunitasmasyarakatadatyanglayakdiidentifikasi,

diverifikasi,dan divalidasiuntuk bisa ditetapkan sebagaiMasyarakat

Hukum Adatberdasarkanperaturan-peraturanperundanganyangberlaku.

Dengandemikianakanlebihbisadijaminperlindunganterhadaphak-hak

adatmerekasecarakonstitusionaluntukmendukungupayapelestarian

danpemajuankebudayaandaerahsebagaikekayaanbudayanasional.

Oleh karena itu,Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di

KabupatenKutaiKartanegaradisusun.Tujuannyaadalahuntukmengakui

dan melindungikeberadaan masyarakatadatyang memenuhisyarat

ditetapkan sebagaiMasyarakat Hukum Adat diKutaiKartanegara

sehingga warisan kebudayaan dan adatistiadatdiKabupaten Kutai

Kartanegarabaikyangberupabendamaupuntakbendabisatetaplestari

dan lebih berkembang.Dengan begitu kebudayaan dan adatistiadat

daerah bisa bermanfaat mendukung terpelihara dan meningkatnya

produktivitasdankeberdayaanmasyarakat.

PeraturanDaerahtentangPengakuandanPerlindunganMasyarakat

Hukum AdatKutaiKartanegaradalam Naskahini,secaragarisbesar
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disusunmeliputiargumentasifilosofis,sosiologis,danyuridis.Dengan

demikian,naskahiniakanmampumenjawabkebutuhanregulasiuntuk

mengakuidan melindungikeberadaan masyarakat hukum adat di

KabupatenKutaiKartanegara.

B.IdentifikasiMasalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka identifikasi

permasalahanadalahsebagaiberikut:

1. PermasalahanapayangdihadapiterkaitPengakuandanPerlindungan

MasyarakatHukum AdatdiKabupaten KutaiKartanegara dalam

kehidupanberbangsa,bernegara,danbermasyarakatsertabagaimana

permasalahantersebutdapatdiatasi.

2. MengapaperluPeraturanDaerahsebagaidasarpemecahanmasalah

tersebut,yang berartimembenarkan pelibatan Pemerintah Daerah

dalam penyelesaianmasalahtersebut.

3. Apayangmenjadipertimbanganatau landasan filosofis,sosiologis,

yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan

PerlindunganMasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara.

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan,ruang lingkuppengaturan,
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jangkauan,danarahpengaturanRancanganPeraturanDaerahtentang

PengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum AdatdiKabupaten

KutaiKartanegara.

C.TujuandanKegunaan

1. Tujuan

Tujuan darikegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan

PeraturanDaerahtentangPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum

AdatdiKabupatenKutaiKartanegaraadalah:

a) Merumuskan dan mengkajikelayakan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di

KabupatenKutaiKartanegarasecaraakademik.

b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapisebagaialasan

penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan

PerlindunganMasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara.

c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis,dan

yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan

PerlindunganMasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara.

d) Merumuskan dan menetapkan ruang lingkup atau pokok – pokok

pengaturanyangperludirumuskandalam RancanganPeraturanDaerah
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tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di

KabupatenKutaiKartanegara.

2. Kegunaan

KegunaandarikegiatanPenyusunanNaskahAkademikRancangan

PeraturanDaerahtentangPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum

AdatdiKabupatenKutaiKartanegara,meliputi:

a) SebagaiacuanataureferensipenyusunandanpembahasanRancangan

Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

Hukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara.

b) Dalam halNaskahAkademikdanRancanganPeraturanDaerahtentang

Pengakuan dan Perlindungan MasyarakatHukum AdatdiKabupaten

KutaiKartanegarainidiajukandanmendapatpersetujuanmenjadiPerda

maka dapatdigunakan sebagaipayung hukum dalam penganggaran

dalam anggaranpendapatandanbelanjadaerahyangdiperuntukkanbagi

MasyarakatHukum AdatdanLembagaAdatagarlebihbersinergidengan

Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiKartanegaradalam melestarikan

dan mengembangkan kebudayaan daerah dan adatistiadatdiKutai

Kartanegara.
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D. MetodePenelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah

AkademikiniadalahmetodependekatanyuridisNormatifdanEmpiris.

Adapunlangkahlangkahstrategisyangdilakukanmeliputi:

a) Menganalisis berbagaiperaturan perundang – undangan (tinjauan

legislasi)yangberkaitandenganadatdankebudayaan.

b) Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman

dengan stakeholderyang kepentingannya terkaitdengan substansi

pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan

PerlindunganMasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara.

c) Menganalisainformasidanaspirasiyangberkembangdaripemrakarsa

instansi/lembaga terkait, pemirsa/pendengar dan tokoh – tokoh

masyarakat(tinjauanteknis),danpihakyangberkepentinganRancangan

Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

Hukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara.

d) Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptifanalisis serta

menuangkannya dalam Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

DaerahtentangPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adatdi

KabupatenKutaiKartanegara.
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E.JenisdanSumberData

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendekatan

penelitian iniadalah yuridisnormatif,maka data utama yang digunakan

adalahdatasekunder.Datasekunderadalahdatayangdigunakanuntuk

mendukungdanmelengkapidataprimeryangberhubungandenganmasalah

penelitian.MenurutSoerjonoSoekanto,datasekunderyangdigunakandalam

penelitianmeliputi3(tiga)bahanhukum,yaitu:

a) BahanHukum Primer

BahanHukum Primeradalahbahanhukum yangmenjadidasarpedoman

penelitian.Adapunyangdigunakandalam penelitianini

adalah;Undang-UndangNomor10Tahun2009TentangKepariwisataan,

Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah

sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-Undang

Nomor11Tahun2020tentangCiptaKerja,Undang-UndangNomor11

Tahun2010TentangCagarBudaya,PeraturanMenteriPendidikanDan

KebudayaanNomor106Tahun2013tentangWarisanBudayaTakbenda

Indonesiasertaperaturanperundanganlainyangterkait,danperaturan

pelaksanaanlainnyaterkaitpengaturanmengenaiKebudayaan.

b) BahanHukum Sekunder

Bahanhukum sekunderyangmemberikanpenjelasanmengenaibahan

hukum primer.Adapunyangdigunakandalam penelitianiniadalahjurnal,

literatur,buku,internet,laporanpenelitiandansebagainyayangberkaitan
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denganPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adat.

c) BahanHukum Tersier

BahanHukum Tersieryaitubahanyangmemberikanpetunjuk

maupunpenjelasanterhadapbahanhukum primerdansekunder.Bahan

hukum tersiersepertiKamusBesarBahasaIndonesia,KamusHukum,

dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan

memperkuatkesimpulandalam kajianinidigunakanpuladataprimer.

F. TeknikPengumpulanData

Dalam penelitianini,teknikpengumpulandatadilakukanmelalui2(dua)

carasebagaiberikut:

a) StudiKepustakaan

Studikepustakaan,yaitusuatubentukpengumpulandatadengancara

membaca buku literatur,hasilpenelitian terdahulu dan membaca

dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Daerah

KabupatenKutaiKartanegarayangberhubungandenganobyekpenelitian.

b) Dataempiris

Diperoleh melaluiwawancara menggunakan kuesionerkepada Dinas

PendidikandanKebudayaan/Instansiterkait,danmasyarakat.
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BABII

KAJIANTEORITISDANPRAKTIKEMPIRIS

A. KAJIANTEORITIS

Mengakuidan melindungikeberadaan masyarakathukum adat

merupakan pintu masuk untuk bisa secara mantab membangun dan

mengembangkansinergiantaraPemerintahDaerahdenganLembagaAdat

danMasyarakatHukum Adatdalam melestarikandanmengembangkan

kebudayaandaerahdanadatistiadatdiKutaiKartanegara.

1.PelestarianBudaya
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Pelestarian,dalam KamusBesarBahasaIndonesiaberasaldarikata

dasarlestari,yangartinyaadalahtetapsepertikeadaannyasemula;tidak

berubah;bertahan;kekal.1 Kemudian,dalam kaidahpenggunaanBahasa

Indonesia,pengunaanawalanpe-danakhiran–anartinyadigunakanuntuk

menggambarkansebuahprosesatauupaya(katakerja).Jadiberdasarkan

kata kuncilestariditambah awalan pe-dan akhiran–an,maka yang

dimaksud pelestarian adalah proses,cara,perbuatan melestarikan,

perlindungandarikemusnahanataukerusakan;konservasi,pengelolaan

sumberdayaalam yangmenjaminpemanfaatannyasecarabijaksanadan

menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan

meningkatkankualitasnilaidankeanekaragaman.2

A.W.Widjajamengartikanpelestariansebagaikegiatanatauyang

dilakukansecaraterusmenerus,terarahdanterpadugunamewujudkan

tujuantertentuyangmencerminkanadanyasesuatuyangtetapdanabadi,

bersifatdinamis,luwes,danselektif.3

Sedangkanbudayaataukebudayaanadalahsegalasesuatuyang

berkaitandengancipta,rasa,karsa,danhasilkaryamasyarakat.4 Dalam

kontekskajianakademikiniterutamaterkaitdenganbudayamasyarakat

1https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lestari,DiaksesPadaTanggal20Oktober2021Pukul
16.18WITA.

2IbidOp.cithttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelestarian
3Jacobus,KebudayaandanLingkunganDalam Perspektif.Antropologi,PustakaPelajar
Ranjabar,Yogyakarta,2006,hlm.115.
4Pasal1Angka1Undang-UndangNomor5Tahun2017TentangPemajuanBudaya(UU
5/2017)
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lokaldiKabupatenKutaiKartanegara.Obyekbudayayangmendapatkan

perhatian daripemerintah untuk lebih lagiditingkatkan dalam upaya

pemajuannyadiantaranya:

a.tradisilisan;

b.manuskrip;

c.adatistiadat;

d.ritus;

e.pengetahuantradisional;

f. teknologitradisional;

g.seni;

h.bahasa;

i. permainanrakyat;dan

j. olahraga·tradisional.5

Pelestarian budaya lokaladalah mempertahankan nilai-nilaiseni

budaya,nilaitradisionaldengan mengembangkan perwujudan yang

bersifatdinamis,sertamenyesuaikandengansituasidankondisiyang

selaluberubahdanberkembang.Pelestarianhanyabisadilakukansecara

efektifmanakalabenda/halyangdilestarikanitutetapdigunakandan

tetapadadijalankan.Kapanbudayaitutaklagidigunakanmakabudayaitu

akanhilang.

IGedePitanamengemukakanbahwa,kapanalat-alatitutaklagi

5IbidOp.Cit,Pasal5
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digunakanolehmasyarakat,alat-alatitudengansendirinyaakanhilang,

Sedangkan berdasarkan ketentuan Permendikbud 10/2014,pelestarian

dilakukandalam bentukperlindungan,pengembangan,danpemanfaatan.

2.CagarBudaya

CagarBudayaadalah Warisan Budayabersifatkebendaan berupa

Benda Warisan Budaya,Bangunan Warisan Budaya,StrukturWarisan

Budaya,SitusWarisanBudaya,danKawasanWarisanBudayadidarat

dan/ataudiairyangperludilestarikankeberadaannyakarenamemiliki

nilaipentingbagisejarah,ilmupengetahuan,pendidikan,agama,dan/atau

kebudayaanmelaluiprosespenetapan.

Guna mencegah benda-benda bersejarah darikerusakan,Negara

perlumenyiapkanaturan-aturanhukum yangmemadai.Persoalanhukum

yangseringterjadidiIndonesiayangterkaitdengansejarahperadaban

dan kebudayaan kuno adalah  tentang Cagar Budaya,khususnya

mengenaihukum kepemilikanataspenemuanaset.

Denganlatarbelakangitu,PemerintahtelahmengeluarkanUndang-

Undang (UU) No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,yang

menggantikanUU sebelumnya,UU No.5Tahun1992TentangBenda

CagarBudaya,yang sudah tidak sesuailagidengan perkembangan,

tuntutandankebutuhanhukum dalam masyarakat.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan UU tersebut adalah untuk

melestarikan Cagar Budaya dan membuat Negara serta-merta
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bertanggung jawab dalam hal pelestarian, pengembangan, dan

pemanfaatanCagarBudaya. Dengandiaturnyahalinididalam peraturan

perundang-undangan yang memilikidaya ikatyang kuat,diharapkan

keseimbanganaspekideologis,akademis,ekologis,danekonomisdapat

tercipta,gunameningkatkankesejahteraanrakyatdisekitarCagarBudaya.

MenurutUndang-undang Nomor11 Tahun 2010 tentang  Cagar

Budaya,WarisanBudayamerupakankekayaan budayabangsasebagai

wujudpemikirandanperilakukehidupanmanusiayangpentingartinya

bagipemahaman dan pengembangan sejarah,ilmu pengetahuan,dan

kebudayaandalam kehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegara

sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepatmelaluiupaya

pelindungan,pengembangan,danpemanfaatandalam rangkamemajukan

kebudayaannasionaluntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat. 

MenurutJ.JHonigmanndalam bukuKuntjaraningratyangberjudul

PengantarAntropologi,terdapattigawujudkebudayaan,yaitu:

(1)gagasan;

(2)perilaku;dan

(3)artefak.

Dengandemikian,kebudayaanmengandungduaaspek,yaitutangible

dan intangible.Aspek tangible dariCagarBudaya mencakup artefak,

ekofak,situs,danfitur.Dalam menentukansuatuobjekmerupakanCagar

Budayadidasarkanpadadimensibentuk,ruangdanwaktu.Sementaraitu
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aspekintangibledapatditentukanberdasarkannilai-nilaiyangterkandung

didalam suatu CagarBudaya,sepertinilaihistoris,sosialdan ilmu

pengetahuan.

Kejahatan terhadap Cagar Budaya merupakan kejahatan yang

menyangkutkemanusiaanolehkarenaCagarBudayamerupakanidentitas

budaya suatu bangsa. Perdagangan gelap, penyelundupan, dan

pengalihankepemilikansecaratidaksahatasbendaCagarBudayasuatu

bangsa dapat mengakibatkan proses pemiskinan budaya dan

penghilangan jatidirisuatu bangsa.Oleh karena itu,menurutundang-

undang,kejahatan atasCagarBudayabukanlah merupakan kejahatan

biasaiatermasukkategorikejahatanluarbiasa(extraordinarycrime).

Padahakekatnyabenda-bendatersebutmerupakantinggalanyang

harusdilestarikandandiwarisidarisatugenerasikegenerasiberikutnyaia

merupakanbuktisejarahperadabansuatubangsa,umatmanusiabahkan

merupakan warisan dunia, yang harus dilestarikan, dilindungi,

dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan

kemanusiaan. Pelestariandanpewarisanbuktisejarahperadabanbangsa,

warisan dunia inisebaik-baiknya dilakukan bersama dan berbasis

masyarakatlokaltempatwarisanbudayayangbersangkutanberada.

3.WarisanBudayaTakBenda

WarisanBudayaTakbendaIndonesiaadalahberbagaihasilpraktek,

perwujudan,ekspresipengetahuandanketerampilan,yangterkaitdengan
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lingkupbudaya,yangdiwariskandarigenerasikegenerasisecaraterus

menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta

merupakanhasilkebudayaanyangberwujudbudayatakbendasetelah

melaluiprosespenetapanBudayaTakbenda.WarisanBudayaTakbenda

Indonesiaterdiriatas;

a.tradisidanekspresilisan;

b.senipertunjukan;

c.adat-istiadatmasyarakat,ritus,danperayaan-perayaan;

d.pengetahuandankebiasaanperilakumengenaialam dansemesta;

dan/atau

e.keterampilandankemahirankerajinantradisional.

BudayaTakbendadapatberasaldariperseorangan,kelompokorang,

atau MasyarakatHukum Adat,serta harus ditetapkan sebagaiwarisan

budaya.Penetapantersebutdilakukankepadawarisanbudayatakbenda

yangmemenuhikriteriasebagaiberikut:

i. merupakan Budaya Takbenda yang melambangkan identitas

budayadarimasyarakat;

ii. merupakanBudayaTakbendayangmemilikinilaipentingbagi

bangsadannegara;

iii. merupakan Budaya Takbenda yang diterima seluruh

masyarakatIndonesia;

iv. memilikinilai-nilaibudayayangdapatmeningkatkankesadaran
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akanjatidiridanpersatuanbangsa;dan

v. merupakanBudayaTakbendayangmemilikinilaidiplomasi.

BudayaTakbendayangmemilikiartikhususbagimasyarakatatau

bangsaIndonesia,tetapitidakmemenuhikriteriaWarisanBudayaTakbenda

IndonesiadapatdiusulkanolehTim AhlisebagaiWarisanBudayaTakbenda

Indonesia.

BudayaTakbendatersebutdapatditetapkansebagaiWarisanBudaya

Takbenda Indonesia dengan ketentuan kondisinya yang sudah terancam

punahatauditinggalkanolehmasyarakat.

4.LembagaAdat

Lembagaadatsebagaisalahsatuorganisasidisebuahnegeri

ataudesaadalahjajaranterdepandalam prosespenyelenggaraan

adatistiadat.6 Secaraumum,perlumemahamisecaratepattentang

dinamikakehidupanmasyarakatdesa,sehinggamelaluipemahaman

yangtepatakanberkembangapresiasiterhadapkebijakanadatyang

mengaturmengenaiperilakumasyarakatsebuahnegeri.

PadamasapenjajahanBelanda(1905-1942)pemangkuadat

telahmemainkanperannyayangcukup unik,menurutpemerintah

Belandamerekadapat dikesansebagaiperpanjangankekuasaan

Belanda,yaknidenganmemberikantugaskepadapemangkuadat

6
SurjonoSuekanto,SosiologiSuatuPengantar,RajawaliPress,2000,hlm.268
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untukmemungutpajakterhadaprakyat,tetapidarisudutpandang

masyarakatberadat,pemangkuadattelahmelindungidanmembantu

masyarakatnyadariperbuatansewenang-wenangsertaketidakadilan

dari pihak penjajah. Karena itulah dalam pemungutan pajak,

masyarakattidak merasa tertindas,sebab cara mengambildan

menetapkanbesarnyajumlah pajak tersebuttidak digunakan oleh

pemangku adatuntuk menindas wargamasyarakatdemimencari

keuntunganpribadinya.7

Begitulahuniknyakepemimpinanpemangkuadatdahulunya

yangselalumembantumeringankansertamelindungirakyatsehingga

rakyatdananakkemanakannyaselalumerasaterbantu.

Lembagaadatmerupakan kata yang berasaldarigabungan

antara katalembagadankataadat.Katalembagadalam bahasa

Inggrisdisebutdenganinstitutionyangberartipendirian,lembaga,

adatdankebiasaan.Daripengertianliteraturtersebut,lembagadapat

diartikan sebagaisebuah istilah yang menunjukkan kepada pola

perilaku manusia yang mapan terdiridariinteraksisosialyang

memilikistrukturdalam suatukerangkanilaiyangrelevan.

Pengertianadatjugatercantum dalam pengantarhukum adat

Indonesia,(RoelofVanDijk,1979:5)yangmenyatakanbahwa“adat

adalahsegalabentukkesusilaandan kebiasaanorang Indonesia

7UHamidy.MasyrakatAdatKuantanSingingi,UIRPress,Pekanbaru,2000.



NASKAHAKADEMIKDANRANCANGANPERATURANDAERAH
TENTANGPENGAKUANDANPERLINDUNGANMASYARAKATHUKUM ADAT

21

yangmenjaditingkahlakusehari-hariantarasatusamalain”.

PengertianlembagaadatmenurutPeraturanMenteriDalam

NegeriNomor5Tahun2007tentangPedomanPenataanLembaga

Kemasyarakatan,LembagaAdatadalah:

“Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk
maupun yang secara wajartelah tumbuh dan berkembang
didalam sejarah masyarakatatau dalam suatu masyarakat
hukum adattertentudenganwilayahhukum danhakatasharta
kekayaandidalam hukum adattersebut,serta berhak dan
berwenang untuk mengatur,mengurusdanmenyelesaikan
berbagaipermasalahankehidupanyangberkaitandengandan
mengacupadaadatistiadatdanhukum adatyangberlaku.”

LembagaAdatberfungsibersamapemerintahmerencanakan,

mengarahkan,mensinergikan program pembangunan agarsesuai

dengan tata nilaiadat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang

berkembang dalam masyarakat demiterwujudnya keselarasan,

keserasian,keseimbangan,keadilandankesejahteraanmasyarakat.

Selainitu,Lembagaadatberfungsisebagaialatkontrolkeamanan,

ketenteraman,kerukunan,danketertibanmasyarakat,baikpreventif

maupunrepresif,antaralain:

1)Menyelesaikanmasalahsosialkemasyarakatan;

2)Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan

sengketayangtimbuldimasyarakat.

5.MasyarakatHukum Adat

Padamulanya,istilahmasyarakathukum adatdiperkenalkan
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olehvanVollenhovenuntukmenunjukkanwargapribumi(native)atau

suku asliIndonesia.Haliniberkaitan dengan keluarnya kebijakan

politikPemerintahBelandadidasarkanpadaPasal131IS(Indische

Staatregeling) 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu

dibedakankedalam wargapribumi(Inlander),EropadanTimurAsing.8

Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa

konsekuensitimbulnya keanekaragaman hukum (pluralistic legal

systems).9

Hukum Adatadalah “hukum yang tidak bersumberpada

peraturan-peraturan yang dibuatoleh Pemerintah Hindia Belanda

dahuluataualat-alatkekuasaanlainnyayangmenjadisendinyadan

diadakan sendirioleh kekuasaan Belandadahulu”.10 Sebagaisalah

satuunsurdarikesatuanmasyarakat,makahukum adatmerupakan

cabanghukum mandiri(anindependentbranchoflaw)yangtidak

dapatdipisahkandaristrukturmasyarakat.

PerubahanstatusMHA belum berdampaksecarasosialdan

ekonomi, sehingga ciri MHA masih terbelakang belum dapat

dikesampingkan. Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk

mengubah MHA yang memilikistatus hukum serta kewenangan

8JawahirThontowi,“PerlindungandanPengakuanMasyarakatAdatdanTantangannya
dalam Hukum Indonesia”,JurnalHukum IUSQUIAIUSTUM NO.1VOL.20JANUARI2013,
hlm.22
9Ibid
10SurojoWingnjodipuro,PengantardanAsas-AsasHukum Adat,GunungAgung,Jakarta,
1983,hlm.15.
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menjadisangatpenting.

Sejak 1998,semangat reformasitelah berdampak positif

terhadapposisitawarmasyarakatadat.Karenaitu,KongresAsosiasi

MasyarakatAdatNusantara tidak setuju dan tidak sepakatuntuk

menyamakanmasyarakathukum adatsebagaimasyarakatterasing

atau penebang liar. Menurut mereka masyarakat adat adalah

kelompokmasyarakatyangmemilikiasalusulleluhur(secaraturun

temurun)diwilayahgeografistertentu,sertamemilikisistem nilai,

ideologi,ekonomi,politik,budaya,sosial,danwilayahsendiri(AMAN

1999).11

Kecenderunganmasyarakatadatsebagaimanatertuangdalam

resolusiKMN,lahirsebagaiadanyaperubahan-perubahanbesardalam

sistem kekuasaanpemerintahandaerahyangdesentralistik.

Secaralebihlengkapdikemukakanbahwamasyarakathukum

adat,yaitu:

(1)sekumpulanwargayangmemilikikesamaanleluhur(geneologis);

(2)tinggaldisuatutempat(geografis);

(3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan

melestarikannilai-nilaidannorma-norma;

(4)diberlakukansistem hukum adatyangdipatuhidanmengikat;

11LihatGregoryLAcciaioli,MemberdayakankembaliKesenianTotua,RevitalisasiAdat
MasyarakatToLindudiSulawesiTengah,AntropologiIndonesia,TahunXXV.No65.Mei
Agustus2001,hlm.61.
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(5)dipimpinolehkepala-kepalaadat;

(6)tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat

dikoordinasikan;dan

(7)tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara

masyarakathukum adatsesama suku maupun sesama suku

berbedakewarganegaraan.12

6.KewenanganPemerintahDaerah

PemerintahKabupatenKutaiKartanegaraberupayamelindungi,

menjaga,danmelestarikanobjekpemajuankebudayaanbaikdalam

senitradisi,maupunobjekcagarbudaya,danmasyarakatadatnya.

SebagaisalahsatuwujudperhatianPemerintahtertuangdalam misi

KabupatenKutaiKartanegara,yaitupadamisikelima:memperkuat

kohesivitassosial,budayadanadatistiadat.

Olehkarenaitu,dirasaperluuntukmembentukPerdatersendiri

yang mengatur khusus mengenaiPengakuan dan Perlindungan

MasyarakatHukum Adat.Perdainiakanspesifikmengaturmengenai

MasyarakatHukum AdatdiKutaiKartanegarayangperludiakuidan

dilindungidengan mengoptimalkan kerjasama antara Pemerintah

DaerahdenganLembagaAdatdanMasyarakatHukum Adatsetempat.

12LihatJawahirThontowidalam “EksistensiHukum AdatSebagaiHukum yangHidup(living
law)diIndonesia”.Disampaikandalam SeminarSehari,19Desember2006,BagianHukum
AdatdanProgram NotariatFHUGM,Yogyakarta.
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PengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adatperludiatur

lebihlanjutdalam PeraturanBupati,tetapidalam RancanganPerdaini

akandiberikansuatucantolanhukum bagipelaksanaanPeraturan

BupatiyangakanmendeskripsikanlebihlanjutmengenaiPengakuan

dan Perlindungan MasyarakatHukum AdatdiKabupaten Kutai

Kartanegara.

Materi muatan mengenai penjabaran Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai

Kartanegarayangtidakdapatdimuatdidalam Perda,karenasesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifatumum,

lebihabstrakdanmengikatsecaraluas.Sedangkanteknisdandetail

pelaksanaan serta penjabaran Pengakuan dan Perlindungan

MasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegaramerupakan

substansidariPeraturanBupatiyangakandikeluarkankhususuntuk

keperluantersebut.

B.KAJIAN TERHADAP AZAS / PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN

PENYUSUNANNORMA.

RancanganPerdasecaranormatifmaupunsecarasubstantifharus

memenuhikriteriayangtelahditentukandalam peraturanperundang-

undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011
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sebagimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor15Tahun

2019TentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan.

Untuk penyusunan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentangPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adatsecara

formil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan

PeraturanPerundang-undanganyangbaik,yangmeliputi:13

a.kejelasantujuan;

b.kelembagaanataupejabatpembentukyangtepat;

c.kesesuaianantarajenis,hierarki,danmaterimuatan;

d.dapatdilaksanakan;

e.kedayagunaandankehasilgunaan;

f.kejelasanrumusan;dan

g.keterbukaan.

Sedangkansecarasubstantif,MaterimuatanRancangan

PeraturanDaerahharussesuaidenganasaspembentukanPeraturan

Perundang-undanganyangbaikyangmencerminkanasas:

a.pengayoman;

b.kemanusiaan;

c.kebangsaan;

13Lihat…..Pasal5Undang–UndangNomor12Tahun2011TentangPembentukanPeraturan
Perundang-Undangan
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d.kekeluargan;

e.kenusantaraan;

f.bhinnekatunggalika;

g.keadilan;

h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan;

i.ketertibandankepastianhukum;dan/atau

j. keseimbangan,keserasian,dankeselarasan.14

Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

tentangPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adatjuga

harus sesuaidengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan

perundang-undanganyangbaiksebagaimanatelahdipaparkandiatas.

MenurutHamid Attamimi,15 asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undanganyangpatutterdiriatascitahukum Indonesia,

asas Negara berdasaratas hukum,asas pemerintahan berdasar

sistem konstitusidanasaslainnya,meliputijugaasastujuanyang

jelas,asas perlunya pengaturan,asas organ/lembaga dan materi

muatan yang tepat,asas dapatnya dilaksanakan,asas dapatnya

dikenali,asasperlakuanyangsamadalam hukum,asaskepastian

hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan

14Ibid….Pasal6
15HamidAttamimidalam AhmadRedi,Hukum PembentukanPeraturanPerundang-undangan,(Sinar
Grafika:JakartaTimur,2018),hlm.22.
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individual.

Maria Farida Indrati Soeprapto,16 menyebutkan Asas-asas

pembentukan peraturan diIndonesia yang patutakan mengikuti

bimbinganoleh:

1.Citahukum IndonesiayangtaklainmelainkanPancasila(sila-sila

dalam haltersebutberlaku sebagaicita (idee)yang berlaku

sebagai“bintangpemandu”.

2.NormaFundamentalNegarajugatidaklainmelainkanPancasila

(sila-siladalam haltersebutberlakusebagainorma):

a.asas-asas Negara berdasar atas hukum yang

menempatkanundang-undangsebagaialatpengaturyang

khasdalam keutamaanhukum (derprimatdesrechts);

b.asas-asas pemerintahan berdasar atas asas sistem

konstitusiyang menempatkan undang-undang sebagai

dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

pemerintahan.

Selainitu,MenurutVanDerVlies,
17 Asas-asaspembentukan

peraturan perundang-undangan terdiriatas asas formaldan asas

materiil

16
MariaFaridaIndratiSoepraptodalam AhmadRedi,Hukum PembentukanPeraturanPerundang-

undangan,(SinarGrafika:JakartaTimur,2018),hlm.22.
17

VanDerVliesdalam AhmadRedi,Hukum PembentukanPeraturanPerundang-undangan,(Sinar
Grafika:JakartaTimur,2018),hlm.22-23.
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1. Asas-asasformalmeliputi:

a.Asas tujuan yang jelas (beginselen van duidelijke

doelstelling);

b.Asasorgan/lembagayangtepat(beginselenvanhetjuiste

orgaan);

c.Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids

beginselen);

d.Asas dapatnya dilaksanakannya (het beginselen van

uitvoerbaarheid);

e.Asaskonsesus(hetbeginselenvandeconsensus)

2.Asas-asasMateriilmeliputi:

a. Asastentang terminologidansistematikayang benar

(hetbeginselenvanduidelijketerminologieenduidelijke

systematiek);

b. Asas tentang dapatdikenali(hetbeginselen van de

kenbaarheid);

c. Asas kepastian hukum (het rechts zekerheids

beginselen);

d. Asaspelaksanaanhukum;

e. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het

rechtsgelijkheidsbeginsel)sesuaikeadaanindividu(het

beginselenvandeindividuelerechtsbedeling).
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BurkhardKremes,18 Asas-asaspembentukanperaturan

perundang-undanganmeliputi:

1. Susunanperaturan(form derregelung).

2. Metode pembentukan peraturan (metode der

ausorbeitungderregelung).

3. Bentukdanisiperaturan(inhaltderregelung).

4. Prosedurdanprosespembentukanperaturan(verfahren

derausarbeitungderregelung).

Undang-UndangNomor12Tahun2011,menyebutkanbahwa

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undanganyangbaik,yangmeliputi:

1.KejelasanTujuan

Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-

undanganharusmempunyaitujuanyangjelasyanghendak

dicapai.

2.KelembagaanatauPejabatPembentukYangTepat.

BahwasetiapjenisPeraturanPerundang-undanganharus

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk

18
BurkhardKremesdalam AhmadRedi,Hukum PembentukanPeraturanPerundang-undangan,(Sinar

Grafika:JakartaTimur,2018),hlm.23.
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PeraturanPerundang-undanganyangberwenang.Peraturan

Perundang-undangantersebutdapatdibatalkan atau batal

demi hukum apabila dibuat olehlembaganegaraatau

pejabatyangtidakberwenang.

3.KesesuaianantaraJenis,Hierarki,danMateriMuatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus benar-benar memperhatikan materi

muatan yang tepat sesuaidengan jenis dan hierarki

PeraturanPerundang-undangan.

4.DapatDilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Perundang-undangantersebutdidalam masyarakat,baik

secarafilosofis,sosiologis,maupunyuridis.

5.KedayagunaandanKehasilgunaan

BahwasetiapPeraturanPerundang-undangandibuat

karena memang benar-benardibutuhkan dan bermanfaat

dalam mengaturkehidupanbermasyarakat,berbangsa,dan

bernegara.

6.KejelasanRumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan
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harusmemenuhipersyaratanteknispenyusunanPeraturan

Perundang-undangan,sistematika,pilihankataatauistilah,

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

sehinggatidakmenimbulkanberbagaimacam interpretasi

dalam pelaksanaannya.

7.Keterbukaan

Bahwadalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat transparan danterbuka.Dengan

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masukan dalam Pembentukan PeraturanPerundang-

undangan.

Selain proses pembentukannya,materimuatan peraturan

perundang-undanganjugapatutmemperhatikanasas-asasmeliputi:

1.Pengayoman

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-

undanganharusberfungsimemberikanpelindunganuntuk

menciptakanketentramanmasyarakat.

2.Kemanusiaan

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-
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undangan harus mencerminkan pelindungan dan

penghormatanhakasasimanusiasertaharkatdanmartabat

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara

proporsional.

3.Kebangsaan

Bahwa setiap materimuatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan sifatdan watak bangsa

Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip

NegaraKesatuanRepublikIndonesia.

4.Kekeluargaan

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan musyawarah untuk

mencapaimufakatdalam setiappengambilankeputusan.

5.Kenusantaraan

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayahIndonesiadanMateriMuatanPeraturanPerundang-

undangan yang dibuatdidaerah merupakan bagian dari

sistem hukum nasionalyang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun

1945.

6.BhinnekaTunggalIka
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BahwaMateriMuatanPeraturanPerundang-undangan

harusmemperhatikan keragaman penduduk,agama,suku

dangolongan,kondisikhususdaerahsertabudaya dalam

kehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegara.

7.Keadilan

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-

undanganharusmencerminkankeadilansecaraproporsional

bagisetiapwarganegara.

8.KesamaanKedudukandalam Hukum danPemerintahan.

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-

undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakanberdasarkanlatarbelakang,antaralain,agama,

suku,ras,golongan,gender,ataustatussosial.

9.KetertibandanKepastianHukum

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam

masyarakatmelaluijaminankepastianhukum.

10.Keseimbangan,Keserasian,DanKeselarasan

Bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-

undanganharusmencerminkankeseimbangan,keserasian,

dan keselarasan,antara kepentingan individu,masyarakat

dankepentinganbangsadannegara.
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SelainasasmenurutparaahlidanUndang-undangNomor12

Tahun2011terdapatasasperaturanperundang-undanganlain,yaitu:

a.AsasFilosofis

AsasFilosofisterkaitdengannilai-nilaiidealyangmenjadijantung

darisuatu peraturan perundang-undangan.Nilai-nilaitersebut,

misalnyakesejahteraan,keadilan,kebenaran,hakasasimanusia,

ketertibandandemokrasi.

b.AsasSosiologis

Asassosiologisterkaitdengankenyataanyanghidupyangada

dalam masyarakat.Asasiniberkaitan dengan nilai-nilaidalam

lapangankonkret,asassosiologisberkaitandenganapayangada

dalam praktik sosial secara konkrit,asas ini menghindari

tercabutnya akar sosial yang ada di masyarakat dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses

berhukumnyamasyarakatharussesuaidengankebiasaanyang

telahadasecaraturun-temurun.Walaudalam praktiknyaterdapat

transplantasihukum yaituprosesadopsiaturandariluarsuatu

masyarakatuntukdiinternalisasikedalam suatumasyarakat.Nilai

-nilaiyangbaikdariluardansesuaidengannilai-nilaiyangada

didalam masyarakatdapatdiadopsimenjadihukum masyarakat

tersebut.

c.AsasYuridis
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Asas yuridis terkait dengan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang didasarioleh adanya kewenangan

pembentukan oleh pejabat/lembaga negera tertentu,adanya

kesesuaianantarabentukdanjenis

dengan materimuatan peraturan perundang-undangan,dan

adanyakeharusanmengikutiteknik/metodeyangpembentukan

yangtelahpasti,baku,standar.19

C.KAJIAN TERHADAP PRAKTIK EMPIRIK PENYELENGGARAAN,

KONDISIYANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

MASYARAKAT.

KabupatenKutaiKartanegaradenganluaswilayah27.263,10

km2terletakantara115o26’BujurTimurdan117o36’BujurTimurserta

diantara1o28’LintangUtaradan1o08’LintangSelatan.Denganadanya

perkembangandanpemekaranwilayah,KabupatenKutaiKartanegara

dibagimenjadi18kecamatan.

KedelapanbelaskecamatantersebutadalahSamboja,Muara

Jawa,Sanga-Sanga,LoaJanan,LoaKulu,MuaraMuntai,MuaraWis,

KotaBangun,Tenggarong,Sebulu,TenggarongSeberang,Anggana,

Muara Badak,Marang Kayu,Muara Kaman,Kenohan,Kembang

Janggut dan Tabang.Kabupaten KutaiKartanegara mempunyai

19
AhmadRedi,Hukum PembentukanPeraturanPerundang-undangan,(SinarGrafika:JakartaTimur,

2018),hlm.24.
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belasansungaiyangtersebarpadahampirsemuakecamatandan

merupakan sarana angkutan utama disamping angkutan darat,

dengan sungaiyang terpanjang SungaiMahakam dengan panjang

sekitar920kilometer.

KutaiKartanegaramerupakanwilayahyangberbatasandengan

KabupatenBulungan,KabupatenKutaiTimurdanKotaBontangdi

sebelah utara,SelatMakassarsebelah timur,Kabupaten Penajam

PasirUtara dan Kota Balikpapan disebelah selatan,dan dengan

KabupatenKutaiBaratdisebelahbarat.20

KabupatenKutaiKartanegaraadalahkabupatenyang kaya

denganberbagaisenibudaya daerah baik senibudaya daerah

KutaiKartanegaramaupunsenibudayanusantarabaikberupatari,

musik hingga adatistiadatnya yang tersebarmulaidariibukota

kabupatensampaipada kecamatan dan desa yang ada dalam

wilayahKabupatenKutaiKartanegara.

Beberapa objek kebudayaan Kabupaten KutaiKartanegara

yang ada cenderung mengalamiancaman kepunahan.Ancaman

kepunahaniniterjadikarenasemakinberkurangnyaSumberDaya

ManusiadanLembagaKebudayaanyangaktifdalam melestarikan,

membinadanmengembangkansuatuObjekKebudayaan.

20https://www.kukarkab.go.id/#potensi,diaksespadatanggal29Oktober2021Pukul09.05
WITA
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AdapunobyekyangbanyakmengalamipelemahanSDM dan

kelembagaanyangmenanganinyadiantaranya,pelbagaimanuskrip

yangbelum terhimpun,objektradisilisanyangkekuranganpenutur,

objek pengetahuan dan teknologitradisionalyang tergerus oleh

kemajuanpengetahuan dan teknologimodern,demikianpulaseni,

permainanrakyat,danolahragatradisional.

Selain Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiKartanegara,

Lembaga AdatdiKabupaten KutaiKartanegara seharusnya juga

sangatdominan dalam melakukan berbagaiupaya pelestarian,

pembinaandanpengembangankebudayaandanadatistiadatyang

adadiKabupatenKutaiKartanegara.

Sedangkandisatusisi,anggaranoperasionalyangdiperlukan

tidak memadaiuntuk menjalankan upaya yang optimal.Sumber

kekayaanLembagaAdatyangadadikabupatenKutaiKartanegara

saatinisecarariilselainberasaldarihartakekayaanLembagaAdat

itusendiri,jugabersumberdaribantuandanhibah.Olehkarenaitu,

LembagaAdattidakdapatberfungsisecaraoptimalapabilamasih

menemuikendalakhususnyaterkaitpenganggaran.

DenganpengakuandanperlindunganMasyarakatHukum Adat

oleh Pemerintah Kabupaten,maka posisiLembaga Adatlebih

diperkuat.MasyarakatHukum Adatsendiribisa lebih berperan,
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bersinergidenganLembagaAdatdanPemerintahKabupaten,dalam

berbagai upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan

kebudayaandanadatistiadatdaerahyangadadiKabupatenKutai

Kartanegara.Haliniakansekaligusmerupakanwujudsinergitripartit

antara PemerintahDaerah,LembagaAsatdanMasyarakatHukum

Adatdalam menjalankanmisikelimaKabupatenKutaiKartanegara,

yaitu:memperkuatkohesivitassosial,budayadanadatistiadatdi

KabupatenKutaiKartanegara.

D.KAJIAN TERHADAP IMPLIKASIPENERAPAN SISTEM BARU YANG

AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK

KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK

KEUANGANDAERAH.

Kajianterhadapimplikasipenerapansistem baruyangakan

diaturdalam PeraturanDaerahakanmemilikiimplikasi,baikterhadap

aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban

keuangandaerah.

1. AspekKehidupanMasyarakat;

Keberadaan masyarakat hukum adat diKabupaten Kutai

Kartanegarasangatpentingbagipelestarianbudayadanadatistiadat
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yangadadiKutaiKartanegara.Denganadanyamasyarakathukum

adat,maka kerja dan kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya

pelestarian budaya akan lebih efektif dan efisien terlaksana.

Masyarakathukum adatyang lebih mengetahui,memahamidan

menelusuriadatbudayabangsayangadadidaerahmerekamelalui

tinggalanmasalaludiharapkanmampumenumbuhkembangkanrasa

ikutmemilikipada masyarakatdiKabupaten KutaiKartanegara

tentang khasanah ragam budaya,yang dewasa inilebih dikenal

sebagaiWarisanBudaya.

Rasamemilikiakanmendorongtingkatpartisipasimasyarakat

untukikutmelestarikanasetbudayabangsaperluuntukditumbuh

kembangkan.SuatuancamankepunahanWarisanBudayamemang

diakuidisebabkanolehbeberapahal,diantaranyaalam,binatangdan

manusia.Olehsebabitu,bilasumberdayamanusianya(SDM)yang

dalam halinimampu memahamipentingnya perlindungan dan

pelestariankebudayaan,makaancamankepunahansedinimungkin

akandapatdicegah.

Adanyapotensipeningkatanperekonomianmasyarakatmelalui

pelestarian kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Kutai

Kartanegarayangdijamindandilindungidalam peraturanperundang-

undanganmampumendatangkanpenghasilanaslidaerahyanglebih
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lagi ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan meningkatnya

pendapatanaslidaerahbagiKabupatenKutaiKartanegarapastiakan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis lebih

merata.

PemberdayaanoptimalLembagaAdatyangadadiKabupaten

Kutai Kartanegara juga akan menggerakkan perlindungan dan

pelestarian kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Kutai

Kartanegarasecaralebihkonkrit.

DenganditetapkannyaPerdaini,makakendalaanggaranyang

dihadapi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam

menjalankantugasperlindungandanpelestariankebudayaandanadat

istiadatyangadadiKabupatenKutaiKartanegaradapatteratasi.

PemerintahDaerahjugaakandiuntungkandenganadanyaPerda

ini,karenaakanlebihmudahmenjalankanupayaperlindungandan

pelestariankebudayaandanadatistiadatyangadadiKabupatenKutai

Kartanegara.DenganadanyaPerdainiakanmenjadialashukum yang

sahbagidaerahuntukmenyusunanggaranpadaAPBDselanjutnya.

3.AspekBebanKeuanganDaerah

Sebagaimanadimaklumibersamabahwapenerapansistem baru,

apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan

perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang
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mengatur tentangPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adat

diKabupaten KutaiKartanegara dipastikan akan memilikidampak

terhadapaspekbebankeuangandaerah.

Namun,dalam halini,kewajibanpenyelenggaradaerah,khususnya

yang duduk diLegislatifdan Eksekutif,harus berusaha semaksimal

mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka

pencapaianmasyarakatyangtertib,aman,dandamai,sertasejahtera.

Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dariAnggaran

Belanja Daerah (ABD),mulaidaripembuatan Naskah Akademik,dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan

MasyarakatHukum Adat.Akantetapi,denganadanyaPerdainimanfaat

yang didapatkan daerah akan jauh lebih besardibandingkan dengan

anggaran yang dikeluarkan. Dampak kedepannya bagi eksistensi

masyarakathukum adat,kelestarian sejarah dan kebudayaan serta

terjaganya jejak sejarah Kabupaten KutaiKartanegara yang dapat

diwariskanpadagenerasiselanjutnyapastilebihpenting.
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BAB III

EVALUASIDANANALISIS

PERATURANPERUNDANG-UNDANGANTERKAIT

Berdasarkan hasilkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan

yangterkaitdenganRancanganPerdatentangPengakuandanPerlindungan

MasyarakatHukum AdatyangadadikabupatenKutaiKartanegara,maka

dapatdilihathierarkiperaturan-peraturan baik secara vertikalmaupun

horizontal,sehinggadiperolehhasilkajianberdasarkanevaluasidananalisis

bahwayangmenjadidasarpengaturansubstansiataumateriyangakan

diaturdalam Ranperdaadalahsebagaiberikut:

1. Pasal18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesia

Tahun1945.

Pasal18ayat(6)UUD1945menyatakanbahwa:“pemerintahdaerah

berhakmenetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakanotonomidaerahdantugaspembantuan.”

Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan

kewenanganatributifkepadadaerahuntukmenetapkanPerdadanperaturan

daerah lainnya,dan Perda diharapkan dapatmendukung secara sinergis

program-program Pemerintah di daerah. Sehingga Perda merupakan

instrumen hukum bagipemerintah daerah untuk menjalankan seluruh
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kewenangannyayangdiperolehbaiksecaradelegasimaupunatribusi.

Begitupulaterkaitmengenaiperlindungandanpelestariankebudayaan,

untukmenjalankantugasdanfungsiterkaitPengakuandanPerlindungan

MasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegara,makapemerintah

daerahperluuntukmembentukPerdamengenaiPerlindunganMasyarakat

Hukum AdatdiKabupatenKutaiKartanegaradalam rangkamenjalankan

otonomidaerahterkaitkewenangannya.

DengandibentuknyaPerdatersebut,makamenjadidasarhukum bagi

pemerintah daerah maupun penggiat budaya untuk dapat melakukan

optimalisasi upaya-upaya pelestarian yang didukung dengan adanya

penganggaranyangmencukupiyangdituangkandalam APBD.

2. Undang-UndangNomor28tahun2002tentangBangunanGedungCagar

Budaya.

Pengaturan mengenaibangunan dan gedung yang merupakan Cagar

Budaya,diaturjugadalam ketentuanUU28/2002tentangBangunanGedung.

MenurutUU28/2002,bangunangedungdanlingkungannyayangditetapkan

sebagaiCagarBudayasesuaidenganperaturanperundang-undanganharus

dilindungidandilestarikan.AdapunpenetapannyadilakukanolehPemerintah

Daerah.

Bangunangedungdanlingkunganyangdilindungidandilestarikandapat

berupakesatuanataukelompok,ataubagian-bagiannya,atausisa-sisanya

yangberumurpalingsedikit50(limapuluh)tahun,ataumewakilimasagaya
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sekurang-kurangnya50(limapuluh)tahun,sertadianggapmempunyainilai

pentingsejarah,ilmupengetahuan,dankebudayaan,termasuknilaiarsitektur

danteknologinya.

Pelaksanaanperbaikan,pemugaran,pelestarian,sertapemeliharaanatas

bangunan gedung dan lingkungan CagarBudaya hanya dapatdilakukan

sepanjang tidak mengubah nilaidan/atau karakterCagarBudaya yang

dikandungnya.

Terkaitperbaikan,pemugaran,danpemanfaatanbangunangedungdan

lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan apabila terbukti menyalahi

ketentuanfungsidan/ataukarakterCagarBudaya,makaharusdikembalikan

sesuaidenganperaturanperundang-undangan.

Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung dan

lingkunganyangharusdilindungidandilestarikanharusdilakukandengan

memperhatikan nilaisejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya

sehinggadapatdimanfaatkansesuaidenganfungsinyasemula,ataudapat

dimanfaatkansesuaidenganpotensipengembanganlainyanglebihtepat

berdasarkankriteriayangditetapkanolehPemerintahDaerah.

3. Undang-UndangNomor10Tahun2009TentangKepariwisataan.

MenurutUU 10/2009 ini,Wisata adalah kegiatan perjalanan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau

mempelajarikeunikandayatarikwisatayangdikunjungidalam jangkawaktu
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sementara.SedangkanKepariwisataanadalahkeseluruhankegiatanyang

terkaitdenganpariwisatadanbersifatmultidimensisertamultidisiplinyang

munculsebagaiwujudkebutuhansetiaporangdannegarasertainteraksi

antarawisatawandanmasyarakatsetempat,sesamawisatawan,Pemerintah,

PemerintahDaerah,danpengusaha.

CagarBudayasebagaisalahsatutujuanrekreasijugamemilikifungsi

utamasalahsatunyaadalahpariwisata.OlehkarenaituCagarBudayajuga

merupakankawasanstrategispariwisatasehinggamemilikipotensiuntuk

pengembanganpariwisatayangmempunyaipengaruhpentingdalam sosial

danbudayabagimasyarakatKabupatenKutaiKartanegara.Olehkarenaitu,

berdasarkan ketentuan UU 10/2009 CagarBudaya harus mendapatkan

perhatian serius daridaerah sebagaisalah satu tempattujuan wisata

sehinggakelestariannyadapatterusterjaga.

4. Undang-UndangNomor11Tahun2010TentangCagarBudaya.

CagarBudaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagaiwujud

pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi

pemahamandanpengembangansejarah,ilmupengetahuan,dankebudayaan

dalam kehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegarasehinggaperlu

dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan,

pengembangan,dan pemanfaatan dalam rangkamemajukan kebudayaan

nasionaluntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat.

OlehkarenaituuntukmelestarikanCagarBudaya,Negarabertanggung
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jawab dalam pengaturan pelindungan,pengembangan,dan pemanfaatan

CagarBudaya.BerdasarkanketentuanUU 11/2010CagarBudayaberupa

benda,bangunan,struktur,situs,dankawasanperludikelolaolehpemerintah

danpemerintahdaerahdenganmeningkatkanperansertamasyarakatuntuk

melindungi,mengembangkan,danmemanfaatkanCagarBudaya.

PenguasaanterhadapCagarBudayajugadiaturdalam UU11/2010ini.

Penguasaan terhadap CagarBudaya berupa pemberian wewenang dari

pemilikkepadaPemerintah,PemerintahDaerah,atausetiap orang untuk

mengelolaCagarBudayadengantetapmemperhatikanfungsisosialdan

kewajibanuntukmelestarikannya.

Perananpemerintahdaerahdalam meningkatkanperansertamasyarakat

untuk melindungi,mengembangkan,dan memanfaatkan CagarBudaya

melaluipengelolaandisebutkandandiamanatkanolehUU 11/2010.Oleh

karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk

melakukanupaya-upayaPelestarianterhadapCagarBudaya.

5. Undang–UndangNomor5Tahun2017TentangPemajuanBudaya

KeberagamanKebudayaandaerahmerupakankekayaandanidentitas

bangsa yang sangatdiperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional

Indonesiaditengahdinamikaperkembanganduniaolehkarenaitumelalui

Undang-Undangini,disusunsuatulangkahstrategis.

LangkahstrategistersebutberupaupayaPemajuanKebudayaanmelalui

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna
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mewujudkanmasyarakatIndonesiayangberdaulatsecarapolitik,berdikari

secaraekonomi,danberkepribadiandalam Kebudayaan.

MenurutketentuanUndang-UndanginiPemajuanKebudayaanbertujuan

untuk:

a.mengembangkannilai-nilailuhurbudayabangsa;

b.memperkayakeberagamanbudaya;

c.memperteguhjatidiribangsa;

d.memperteguhpersatuandankesatuanbangsa;

e.mencerdaskankehidupanbangsa;

f. meningkatkancitrabangsa;

g.mewujudkanmasyarakatmadani;

h.meningkatkankesejahteraanrakyat;

i. melestarikanwarisanbudayabangsa;dan

j. mempengaruhiarah perkembangan peradaban dunia,

sehingga Kebudayaan menjadihaluan pembangunan

nasional.

AdapunobyekPemajuanKebudayaanmeliputi:

a.tradisilisan;

b.manuskrip;

c.adatistiadat;

d.ritus;
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e.pengetahuantradisional;

f.teknologitradisional;

g.seni;

h.bahasa;

i.permainanrakyat;dan

j.olahragatradisional.

6. PeraturanMenteriPekerjaanUmum DanPerumahanRakyatRepublik

Indonesia Nomor:01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar

BudayaYangDilestarikan.

CagarBudaya sebagai sumberdaya budaya memilikiartidan peran

penting bagipenguatan identitas lokaldan nasional,meningkatkan nilai

budayadannilaiekonomidemikepentinganbangsadannegarasehingga

perlu dilestarikan.Oleh karena itu,untuk menjaga kelestarian bangunan

gedung Cagar Budaya diperlukan pengaturan terhadap pelindungan,

pengembangan,danpemanfaatansertakeandalanbangunangedungdan

tertibpembangunan.

PelindunganbangunangedungCagarBudayamenjadisuatuupayauntuk

mencegah dan menanggulangibangunan gedung Cagar Budaya dari

kerusakan,kehancuran,atau kemusnahan dengan cara penyelamatan,

pengamanan,pemeliharaan,danpemugaran.

PeraturanMenteriinimengaturmengenaipelaksanaanPermeninidi

daerah.Setiap penyelenggaraan bangunan gedung CagarBudaya yang
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dilestarikan dikabupaten/kota harus mengacu pada ketentuan dalam

Peraturan Menteriini.Ketentuan pengaturan penyelenggaraan bangunan

gedungCagarBudayayangdilestarikandikabupaten/kotadiaturlebihlanjut

dengan Peraturan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota melakukan

pengendalianbangunangedungCagarBudayayangdilestarikanmelaluiIzin

MendirikanBangunanatauperubahanIzinMendirikanBangunan.

7. PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaan Nomor106Tahun2013

TentangWarisanBudayaTakBendadiIndonesia

BudayaTakBendaadalahseluruhhasilperbuatandanpemikiranyang

terwujud dalam identitas,ideologi,mitologi,ungkapan-ungkapan konkrit

dalam bentuksuara,gerak,maupungagasanyangtermuatdalam benda,

sistem perilaku,sistem kepercayaan,dan adat istiadat diIndonesia.

SedangkanyangdimaksuddenganWarisanBudayaTakBendaIndonesia

adalah berbagaihasilpraktek,perwujudan,ekspresipengetahuan dan

keterampilan,yang terkaitdengan lingkup budaya,yang diwariskan dari

generasikegenerasisecaraterusmenerusmelaluipelestariandan/atau

penciptaan kembaliserta merupakan hasilkebudayaan yang berwujud

budayatakbendasetelahmelaluiprosespenetapanBudayaTakBenda.

PelestarianWarisanBudayaTakBendaIndonesiameliputiPelindungan,

Pengembangan,dan Pemanfaatan.Pemerintah dan Pemerintah Daerah

melakukanPelindungandengancara:

a.mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan
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BudayaTakBendaIndonesia;

b.membantu fasilitasi pengembangan sumber daya

manusia dan bimbingan teknis dalam Pelestarian

WarisanBudayaTakBendaIndonesia;dan

c.memberikan penghargaan kepada Setiap Orang

dan/atauMasyarakatHukum Adatyangberperanaktif

melakukan Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda

Indonesia.

Pelindunganterhadap WarisanBudayaTakBendaIndonesia

tersebutdiutamakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan

keberadaannya.Begitupulasetiaporangdan/atauMasyarakatHukum

AdatdapatmelakukanPengembanganWarisanBudayaTakBenda

Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemanfaatannya juga untukkepentingan pendidikan agama,

sosial,ekonomi,ilmu pengetahuan,teknologi,dan kebudayaan.

Pemanfaatantersebutmelalui:

a.penyebarluasan informasinilaiWarisan Budaya

TakBendaIndonesia,karakter,danpekertibangsa;

b.pergelaran dan pameran Warisan Budaya

Takbenda Indonesia dalam rangka penanaman

nilaitradisidanpembinaankarakterdanpekerti
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bangsa;dan

c.pengemasan bahan kajian dalam rangka

penanaman nilai Warisan Budaya Takbenda

Indonesiasertapembinaankarakterdanpekerti

bangsa.

BABIV

LANDASANFILOSOFIS,SOSIOLOGISDANYURIDIS
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A. LandasanFilosofis

Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang DasarNegara

Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara

mempunyaitanggung jawab untuk melindungisegenap bangsa

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka

mewujudkan keadilan sosialbagiseluruh rakyat Indonesia.Hal

tersebutsejalandengannilai-nilaiumum dankomitmendariRaperda

tentang PerlindunganMasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutai

Kartanegara,yangbertujuanuntukmewujudkanmasyarakatyangtidak

tercabutdariakarbudayanyadanselaluterjagakelestarianbudaya

yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui eksistensi

masyarakathukum adat.Dengan demikian,dalam melaksanakan

pembangunandanmenjalankankehidupanmoderninitetapberbasis

padabudayadansejarahnyasebagaisebuahbangsa.

Negara terus melindungimasyarakatIndonesia dan sejarah

budayanya untuk tercipta masyarakat modern yang tetap

berkepribadiandengannilainilaibudayaIndonesia.Sebagaisebuah

bangsayangbesar,Indonesiaakanterusbelajardarisejarahdalam

melaksanakanpembangunankedepannya.

B.LandasanSosiologis

Raperda Pemgakuan dan Perlindungan MasyarakatHukum

Adat disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang
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merupakanpertimbanganataualasanyangmenggambarkanadanya

berbagaiaspekkebutuhanmasyarakatyangmenyangkutfaktaempiris

mengenaiperkembangan masalah dan kebutuhan masyarakatdan

negara.

Indonesia sebagaibangsa,yang mengacu kepada sejarah,

kebudayaan,bahasa,dan karakteretnik yang relatifsama mulai

diperdebatkan kembali.Fenomena inimunculsebagaiakibatrasa

ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakatetnik-etnik tertentu.

RasaKetidakadilaninikemudianberujungkepadakonflik-konfliksosial

antaretnik.Rasaketidakadilantersebutmemunculkankeinginanetnik-

etniktersebutuntukmelepaskandiridarikesepakatanmerekauntuk

berbangsadanbernegarayangsama,yaituIndonesia.

PengaturanmengenaikebudayaanadatyangadadiKabupaten

KutaiKartanegara akan memberikan batasan yang lebih luaslagi,

terdapatdampak terhadap permasalahan yang selama initerkait

dengan kebudayaan adat Kutai Kartanegara, contoh suatu

tempat/kawasan dengan kriteria yang ditetapkan,mencakup nilai

sejarah,keaslian,kelangkaan,landmark/tengeran,arsitektur,danumur.

BegitupulauntukkebudayaantakbendayangadadiKabupaten

KutaiKartanegara yang secara realitas,kawasan itu kinisedang

dihadapkankepadatekanan-tekananperkembangankotadanmasalah

sosialdariparapemilikaslinya.
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Selain itu, masalah ekonomi masyarakat dan

ketidakmengertiannya terhadap benda sejarah,maupun pelestarian

kebudayaan menyebabkan masyarakatberpikirpragmatis,dengan

menilaibarangtersebutlebihkepadanilaiekonomi.

Berdasarlandasansosiologisini,makadiperlukanPeraturan

Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan MasyarakatHukum

Adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan

mempertimbangkanberbagaisegidarimasyarakat,danbudayanya.

B. LandasanYuridis

Dalam penyusunanrancanganPerda TentangPengakuandan

PerlindunganMasyarakatHukum Adatterdapatbeberapaperaturan

perundang – undangan yang terkaitdan dijadikan dasardalam

penyusunannya.Peraturan perundang – undangan tersebutadalah

sebagaiberikut:

a.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

b.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

PenetapanUndang-UndangDaruratNomor3Tahun1953

tentangPerpanjanganPembentukanDaerahTingkatII

KalimantanTimur(LembaranNegaraRepublikIndonesia
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Tahun 1953 Nomor9,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun1959 Nomor352))sebagai

Undang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 1959 Nomor72.Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor1820)sebagaimana telah

diubah beberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang

Nomor8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

TingkatIITanah Laut,Daerah TingkatIITapin,dan

DaerahTingkatIITabalongdenganMengubahUndang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-UndangDaruratNomor3Tahun1953tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun

1965Nomor51,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor2756);

c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587),

sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan

Undang-UndangNomor11Tahun2020tentangCipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor6573);

d.Undang-UndangNomor28tahun2002tentangBangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002Nomor134,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor4247);

e.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan.(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2009 Nomor11 Tambahan Lembaran Negara

Nomor4966)

f. Undang-UndangNomor11Tahun2010TentangCagar

Budaya;(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun

2010Nomor14TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor5168);

g.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana

telah diubah beberapa kaliterakhirdengan Undang-

UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua

Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

h.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

PemajuanBudaya(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun2017Nomor587,TambahanLembaranNegara

RepublikIndonesiaNomor5679);

i. PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaan Nomor

106Tahun2013TentangWarisanBudayaTakBendadi

Indonesia(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2013

Nomor1486)

j. Peraturan MenteriPekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor :01/Prt/M/2015

Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang

Dilestarikan.
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BABV

JANGKAUAN,ARAHPENGATURANDANRUANGLINGKUP

MATERIMUATANPERATURANDAERAH

I.JANGKAUAN

Lingkup atau Jangkauan pengaturan,dalam Rancangan Peraturan

DaerahtentangPengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adatini

meliputi:

a.hakMHA;

b.kewajibanMHA;

c.LembagaAdat;

d.tatacarapengakuandanperlindunganMHA;

e.pembentukanPanitiaMHA;

f.pemberdayaanMHA;

g.peransertamasyarakat;dan

h.pembiayaan.
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II. ARAHPENGATURAN

       NaskahAkademikberfungsiuntukmengarahkanruanglingkupmateri

muatanRancanganPerdayangakandibentuk.ArahdarirancanganPerda

PengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum Adatadalahmewujudkan

adanyaregulasidaerahyangdapatdijadikanacuandanpedomanbagipihak

– pihakterkaitdalam melindungidanmelestarikankebudayaandanadat

istiadatyangadadiKabupatenKutaiKartanegara.

RancanganPerdatentangPengakuandanPerlindunganMasyarakat

Hukum Adatdiperlukanselainuntukmemberikankepastianhukum terkait

eksistensimasyarakathukum adatdiKabupaten KutaiKartanegarajuga

sebagaisalahsatuupayapelestariandanperlindunganterhadap seluruh

potensi budaya dan adat istiadat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

KemanfaatanPerdaininantinyadapatberkontribusidalam bidangbudaya

dan pariwisata yang akan berdampak pada peningkatan budaya dan

pelestariansejarahsertanilai-nilaipentinglainnyabagimasyarakatKutai

Kartanegara.

Disampingitujugasebagaiupayamendorongkesadaranmasyarakat

tentangperlunyaupayapelestarianbudayadanperlindunganwarisanbudaya

demikelangsungan orisinalitas budaya KutaiKartanegara yang dapat

diturunkankepadagenerasi-generasipenerusbangsa.

PeraturanDaerahTentangPengakuandanPerlindunganMasyarakat
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Hukum Adatinidibentukdenganmaksuduntukmemberikankewenangan

kepada Pemerintah,partisipasimasyarakatkhususnya tokoh adatdan

lembaga adatdalam mengelola warisan budaya.Peraturan Daerah ini

dibentukuntukmeresponkondisidaerahKabupatenKutaiKartanegarayang

karena begitu banyak potensiwarisan budaya,maka dibutuhkan sistem

manajerialperencanaan,pelaksanaan,dan evaluasiyang baik berkaitan

denganpelindungan,danpelestariankebudayaandanadatistiadatyangada

di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sumber daya budaya bagi

kepentinganyangluas.MaksuddibentuknyaPeraturanDaerahinijugaadalah

sebagaiperangkathukum untukmenjadirujukanbersamaantarapemerintah

daerahdanmasyarakatdalam perlindungandanpelestarianwarisanbudaya.

III. RUANGLINGKUPMATERIMUATAN

       Berbicara   mengenai   istilah   “materi   muatan”   kita   tidakdapat

melepaskandiridaripenciptanyayaituA.Hamid,SA.Dalam halinikitatetap

menghormatiparaahlihukum danperundang-undangansepertiIrawanSuyito,

Rusminah,Suhino,Yuniartro,BagirManan,SollyLubis,dll.Dimatapenulis,A.

Hamid,SAadalah“BapakPerundang-undanganIndonesia”(palingtidaksalah

satunya).

Banyaksekalipendapat,teori,danistilahyangdikembangkanoleh

A.Hamid,SA,yang berkaitan dengan dunia perundang-undangan.Salah
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satunyaadalahistilah“materimuatan”,yangdiperkenalkannyapadatahun

1979dalam tulisannyayangberjudul“MateriMuatanPeraturanPerundang-

undangan”,yangkemudiandikembangkanlebih  lanjut dandimuatdalam  

disertasinya tahun  1990,  dengan  judul  “PerananKeputusanPresiden

RepublikIndonesiadalam PenyelenggaraanPemerintahanNegara”.

Dalam disertasinya,A.Hamid,SAmengeluhbelum adanyatradisidi

Indonesiauntukmenghormaticiptaan dalam bidang ilmiah dibandingkan

dengandinegara-negaramaju.Menurutnya,diBelandasetiappenulisyang

mengutipsesuatukaryaciptailmiahpenulislainnya(biasanyasuatuistilah

ataukataataufrasayangmengandungmaknatertentu),selaludisebutkan

biasanyadalam catatankakisiapapenciptaistilahataukatatersebut.OlehA.

Hamid,SAdalam disertasinyadikutipkanberbagaiistilahyangdiciptakan  

oleh  para  ahli  hukum  dan  perundang-undangan  Belanda,misalnyavan

der Hoeven dengan istilahnya “pseudowetgeving”, Mannoury dengan

istilahnya“spiegelrecht”,T.Koopmansdenganistilahnya“modificatie”dalam

kalimalnya“dewetgeverstreeftnietmeerprimairnaarcodificatiemaarnaar

modificatie”.

BerdasarkanajaranA.HamidSA tentang“materimuatan”maupun

berdasarkanketentuan Pasal  10Undang-Undang Nomor12Tahun2011, 

maka masalahperlindungandanpelestariankebudayaanmenjadisalahsatu

materimuatanundang-undangini.
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       Selanjutnya,mengenairuang lingkup MateriMuatan Perda tentang

PengakuandanPerlindunganMasyarakatHukum AdatdiKabupatenKutai

Kartanegara,padadasarnyamencakup:

I. KetentuanUmum

II. HakMHA;

III. KewajibanMHA;

IV. LembagaAdat;

V. TatacarapengakuandanperlindunganMHA;

VI. PembentukanPanitiaMHA;

VII. PemberdayaanMHA;

VIII. Peransertamasyarakat;

IX. Pembiayaan;dan

X. KetentuanPenutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan
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sebelumnyadapatdisimpulkansebagaiberikut:

1.Menjagakebudayaan dan adatistiadatyang adadiKabupaten

KutaiKartanegaradariancamantergerusnyanilai-nilaibudayadan

adat istiadat,sangat diperlukan pengaturan untuk menjamin

eksistensinya.Ihtiar pelestarian budaya dan adat istiadat di

Kabupaten KutaiKartanegara dimaksudkan untuk melindungi,

mengembangkan,dan memanfaatkannya.Halitu berartibahwa

upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara

kepentinganakademis,ideologis,sosiologis,danekonomis.Ikhtiar

tersebutsalah satunya dengan keberadaan masyarakathukum

adatdiKabupatenKutaiKartanegara.

2.UntukmemberikankewenangankepadaPemerintahdanpartisipasi

masyarakatdalam mengelola kebudayaan dan adatistiadatdi

Kabupaten KutaiKartanegara,dibutuhkan penguatan Lembaga

Adatuntukdapatlebihoptimallagidalam melakukanpelindungan,

pengembangan,danpemanfaatankebudayaanadatdiKabupaten

KutaiKartanegara,sebagaisumberdayabudayabagikepentingan

yangluas.Untukitudiperlukanperangkathukum sebagairujukan

bersamaantarapemerintahdaerahdanmasyarakatdalam bentuk

peraturandaerahtentangPengakuandanPerlindunganMasyarakat

Hukum Adat.

3.Sebagaitindaklanjutdanpenjabaransecarateknismaupundetail
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kebudayaan dan adatistiadatdiKabupaten KutaiKartanegara,

perludisusunsuatudokumendaerahyangberupaPokokPikiran

Kebudayaan Kabupaten KutaiKartanegara,sebagaiacuan bagi

PemerintahDaerahmengaturteknispenetapankebudayaandan

adatistiadatyang ada diKabupaten KutaiKartanegara dalam

Peraturan Bupati,termasuk peran Masyarakat Hukum Adat

didalamnya.

B. Saran

Setelahmelakukanrisetdankajian,dapatdikemukakansaransebagai

berikut:

1. Kepada DPRD untuk dapat segera melakukan pembahasan

bersama-samadenganPemerintahDaerahdalam haliniBupati

terhadapRancanganPeraturanDaerahyangmerupakanlampiran

dariNaskahAkademikini.

2. Pembahasan bersama sebagaimana tersebut diatas harus

melibatkan perangkat daerah yang membidangi Urusan

Kebudayaan dan juga praktisi.Pembahasan bersama tersebut

harus ditindaklanjutidengan pengharmonisasian dan fasilitasi

terhadaprancanganPerdatentangPengakuandanPerlindungan

MasyarakatHukum Adat.

3. Pembahasan,pengharmonisasian,dan fasilitasiperlu segera

dilakukanagardapatsegeramenetapkanRancanganPeraturan
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DaerahtersebutmenjadiPeraturanDaerah.

4. DenganadanyaPeraturanDaerahKabupatenKutaiKartanegara

tentang Pengakuan dan Perlindungan MasyarakatHukum Adat

makaPemerintahDaerahdapatmewujudkanperlindunganbukan

sajaterhadapMasyarakatHukum Adat,tapijugaterhadapaset-

aset,kekayaan,nilai-nilaidanwarisanbudayabagimasyarakat

KabupatenKutaiKartanegara.
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